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DENGAhI RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAhIGANYAR.

a. bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2008 tentang
Penataan dan Pentbangunan Menara Telekomunik*tsi di
Kabupaten Karanganyar dan diundangkannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008
Nomor 5, maka perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaannya;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan
Peraturan Bupati;

1 . Undang-Urrdang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pemlcentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkup
Propinsi Jawa 

-fengah;

2. Undang-Undang Nomor 1B Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 3685), sebagaimana telah
diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000
tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 18 l 'ahun
1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
lrlegara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4048);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingl<ungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3699);
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9.
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Undang Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Ncmor 86, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nemor 3709);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2A04 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tafrun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang - rJn"lang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Ncmor  84a\;

Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun zO04- Nomor 126,
Tambahen Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang - Undang Nonror 26 Tahun 2007 Tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4726);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara
Republik lndonesia Tahun 20C0 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2001
Nomor 119, 

'Iambahan 
Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4193);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia
Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209);

Peraturan Pernerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik lrrdonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);



Menetapkan

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan lnformatika Republik
lndonesia Nomor 02/PER/M.KOM|NFOl3l2008 tentang
Pedoman Pernbangunan dan Penggunaan Menara Bersama
Telekomunikasi ;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun
2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007
Nomor 12);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun
2008 tentang Penataan dan Pembangunan Menara
Telekomunikasi di Kabupaten Karanganyar (Lembaran
Daerah Kabupaten Karanganyar T'ahun 2008 Nomor 5).

MEMUTUSI(AN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEl UNJUK PEISKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAMNGANYAR NOMOR 5
TAHUN 2OO8 TENTANG PENATAAN DAN PEMBANGUNAN
MENARA TELEKOMUNIIGSI DI KABUPATEN I(ARANGANYAR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Ker.rganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
Kabupaten Karanganyar.

3. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten
Karanganyar.

4. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat

SKPD adalah perangkat daerah yang berwenang di bidang
tata ruang/perizinan/penarikan retribusi.

6. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan
atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda -
tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui
sistem kawat, optic, radio atau sistem elektromagnetik
lainnya.

7. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi
sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain dan
bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan
telekomunikasi.

8. Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara
telekomunikasi yang digunakar, oleh satu operator untuk
menempatkan peralatan telekomunikasi berbasis radio (8ase
Transceiver Station Teryadu'1.

9. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara
telekomunikasi yang dapat digunakan oleh lebih dari satu
operator untuk menempatkan peralatan telekomunikasi
berbasis radio (Base Transceiver Station Teryadul.



10. Bangunan adalah perwujudan fisik hasil pekerjaan konstruksi
yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau
seluruhnya berada di atas/atau di dalam tanah darlatau air,
yang tidak digunakan untuk kegiatan manusia.
zona adalah batasan area persebaran peletakan menara
telekomunikasi berdasarkan potensi ruang yang tersedia.
Operator adalah perseorangan, badan- usaha, instansi
pemerintah yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi,
jaringan telekomunikasi dan telekomunikasi khusus yang
mendapat izin untuk melakukan kegiatannya.
Penyelerrggara menara telekomunikasi aoatatr perseorangan,
badan usaha, instansi pemerintah yang menyelenggaraka n
jaga penyediaan sarana dan prasarana menara
telekomunikasi bagi'operator.
Kawasan Keselamatan Operasional penerbangan yang
selanjutnya disingkat KKop adalah tanah dan atair perairan
di sekitar Bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan
operasi penerbangan.
Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh
pemerintah daerah urrtuk mengatur dan menata keberadaan
dan pendirian menara telekomunikasi.
Pembangunan adalah kegiatan mendirikan menara
telekomunikasi berserta sarana pendukungnya.
A.sur-ansi atau pertanggungan adalah peilairlian antara dua
pihak atau lebih (penanggungjawab 

-m-enara 
dengan

penanggung), dengan mana pihak penanggung mengikatkan
diri kepada ter+anggung, dengan meneriml piemi aluransi,
untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena
kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungJn yang
diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pilrak fltigi
yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul diri
suatu peristiwa yang tidak p-sti, atau untuk memberikan
:ygtu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau
hidupnya seseorang yang dipertanggungkan seuagii akibat
keberadaan menara telekomunikasi_ 

-

Badan Usaha adalah lembaga yang bergerak di bidang
usaha pertelekomunikasian baik yang berbadan hukum
maupun bukan badan hukum.
lzin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan oleh
pemerintah daerah kepada orang pribadi a[au badan untuk
mendirikan suatu bangunan yang dimasuk agar desain,
pelaksanaan pembangunan, .sesuai rencana tataluang yang
berlaku, sesuai dengan koefisien dasar bangunan, koEtisien
lyas bangunan, koefisien ketinggian blngunan yang
ditetapkan sesuai dengan syarat - syarat keseiamatan 

-bag-i

yang menempati bangunan tersebut.
lzin Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi adalah izin
yang diberikan bagi penyelenggaraan suatu menara
tellekomunikasi di Kabupaten Karanganyar.
Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah
Daerah untuk kepentingan orang pribadi atiau badan.

11 .

12.
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22. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan
tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin
kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk
pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan
atas kegiatan pemanfaatan ruang, prasarana, sarana atau
fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan
menjaga kelestarian lingkungan.

23, Retribusi lzin Operasional Menara Telekomunikasi yang
selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas pemberian perizinan operasional m6nara
telekomunikasi.

24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat
SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan
besarnya pokok retribusi.

BAB II
PERSYARATAN UMUM MENARA

Pasal 2

Pembangunan Menara harus menggunakan standar baku sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

BAB III
KETENTUAN PEMBANGUNAN MENARA

Pasal 3

(1) Penetapan lokasi pembangunan menara disesuaikan dengan
kaidah penataan ruang, keamanan dan ketertiban
lingkungan, estetika, dan kebutuhan kegiatarr usaha dan
menara telekomunikasi yang sudah ada / eksisting.

(2) Penetapan lokasi pembangunan menara berdasarkan Zona
Persebaran Menara Telekomunikasi

(3) Zona Persebaran Menara Telekomunikasi sebagaimana
dimaksud ayat (2) adalah sebagaimana tersebut pada
Lampiran I

BAB IV
JENIS DAN BENTUK MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 4

(1) Jenis Menara Telekomunikasi dalam peraturan ini dibagi
berdasarkan pada jenis komunikasi, kepemilikan, fungsi dan
penggrrnaan layanan operatnr.

(2) Berdasarkan jenis komunikasi, menara komunikasi terdiri
dari :
a. MenaraTelekomunikasi bagi siaran radio;
b. Menara Telekomunikasi bagi siaran televisi;
c. Menara Telekomunikasi bagi telepon seluler.

(3) Berdasarkan kepemilikan, menara komunikasi terdiri dari
milik perorangan, badan usaha maupun pemerintah.



(4)

(5)

Berdasarkan fungsi, menara komunikasi terdiri dari: HUB,
BTS dan Penyangga (backbone).
Berdasarkan penggunaan layanan operator, menara
komunikasi terdiri dari :
a. menara operator tunggal;
b. menara operator bersama.

Pasal 5

(1) Menara Telekomunikasi diklasifikasikan dalam 3 (tiga)
bentuk, yaitu menara tunggal (monopole), menara
tefekomunikasi rangka (se/f suppofting\, dan menara
tetekomunikasi tunggal dengan penopang kabel (Guyed
masf).

(2) Desain dan konstruksi dari jenis menara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peletakkannya.

(3) Selain ketiga jenis menara sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dimungkinkan untuk digunakan jenis menara lain sesuai
dengan perkembangan teknologi, kebutuhan, dan efisiensi
ekonomi.

BAB V
KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Persetujuan Lokasi

Pasal 6

(1) Pembangunan Menara Telekomunikasi diawali dengan
permohonan Persetujuan Lokasi kepada Bupati melalui
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
(BAPPEDA) yang berwenang di bidang tata ruang.

(2) Bupati membentuk Tim Penataan Pembangunan Menara
Telekomunikasi yang terdiri dari unsur :
a. BAPPEDAsebagaiKetua;
b. Badan Pelayanan PerizinanTerpadr"r sebagai Sekretaris;
c. Dinas Perhubungan, Komunikasidan Informatika sebagai

anggota;
d. Badan Lingkungan Hidup sebagaiAnggota;
e. Bagian Hukum sebagaiAnggota;
I. Bagian Pengelolaan Data Elektronik sebagaiAnggota.

(3) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja seiak diterimanya berkas
permohonan secara lengkap, Tim sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) menindaklanjuti dengan peninjauan lokasi dan
sidang Tim yang dituangkan dalam Berita Acara.

(4) Untuk mempersingkat proses perizinan, peninjauan lokasi
Tim Penataan Pembangunan Menara Telekomunikasi dapat
dilakukan bersamaan dengan peninjauan lokasi tim lain yang
terkait dengart perizinan pendirian menara telekomunikasi.



(4)

(5)
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(2)

(3)
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(2)

Pasal 7

Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak dilaksanakannya
Peninjauan Lokasi, Tim Penataan Pembangunan Menara
Telekomunikasi menetapkan Persetujuan atau Penolakan
Lokasi.
Persetujuan Lokasi disertai dengan batas waktu Persetujuan
yaitu 6 (erram) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya
Persetujuan tersebut.
Penolakan Persetujuan Lokasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disertai dengan alasan dan lokasi lain yang
disarankan.
Bentuk dan isi Persetujuan
dalam Lampiran l l.
Bentuk darr isi Penolakan
dalam Lampiran l l l .

Lokasi sebagaimana tersebut

Lokasi sebagaimana tersebut

Pasal 8

(1) Persyaratan Permohonan Persetujuan Lokasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Bupati ini adalah sebagai
berikut :
a. Surat Permohonan diatas kertas bermateraicukup; '
b. Fotocopy KTP Pemohon;
c. Fotocopy NPWP;
d. Fotocopy Akta Pendirian Badan Usaha;
e. Proposal Awal yang meliputi rencana dan tahapan

pembangunan yang akan ditempati;
f . Denah awal lokasi yang dimohonkan.

(2) Seluruh persyaratan disampaikan dalam amplop tertutup dan
dikirimkan langsung.

Pasal 9

(1) Setelah mendapat Persetujuan Lokasi, Pemohon wajib
menyusun Dokumen Lingkungan berupa AMDAUUKL-UPL
untuk mendapatkan rekomendasi dari Badan Lingkungan
Hidup yang berwenang di bidang lingkungan hidup.

(2) Pemohon mengajukan Persetujuan Lingkungan kepada
warga masyarakat dalam radius satu kali rebahan menara
telekomunikasi yang dimohonkan melalui Pemerintalr
Desa/Kel ura han setem pat.

Pasal  10

Pemerintah Desa/Kelurahan beserta Ketua RT dan Ketua
RW setempat melakukan fasilitasi pertemuan antara
penanggungjawab pendirian menara telekomunikasi dengan
warga masyarakat sekitar rebahan menara guna membahas
permohonan Persetujuan Lingkungan.
Fasilitasi pertemuan dituangkan dalam Berita Acara
Musvawarah Kesepakatan yang ditandatangani oleh Kepala
Desa, Ketua BPD, Ketua RW dan Ketua RT dan warga
masyarakat sekitar satu kali rebahan menara dilampiri



( 1 )

dengan pernyataan kesanggupan pemberian kompensasi
kepada warga masyarakat disertai besaran nilai kompensasi.

(3) Biaya yang timbul dalam rangka fasilitasi pertemuan
dibebankan pada Pemohon.

Pasal  11

Berdasarkan Berita Acara Musyawarah Kesepakatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1O ayat (2), Kepala
Desa/Lurah menetapkan Persetujuan Lingkungan yang berisi
Persetujuan atau Penolakan Pembangunan Menara
Telekomunikasi yang dimaksud.
Apabila disetujui, berdasarkan Persetujuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Pemohon melakukan pengurusan
pembelian atau periyewaan tanah yang akan digunakan
sebagai lokasi pembangunan Menara Telekomunikasi
tersebut.

Pasal 12

Persyaratan Pengajuan Persetujuan Lingkungan adalah sebagai
berikut :
a. Surat Permohonan diatas kertas bermaterai cukup;
b. Fotocopy KTP Pemohon;
c. Fotocopy NPWP;
d. Fotocopy Akta Pendirian Badan Usaha;
e. ProposalAwal yang meliputi rencana dan tahapan pembangunan

yang akan ditempati;
f. Denah awal lokasi yang dimohonkan.
g. Persetujuan Lokasi dari Tim Penataan Pembangunan Menara

Telekomunikasi; dan
h. Rekomendasi Dckumen Lingkungan.

Bagian Kedua
Perizinan Bangunan dan Penyelenggaraan Menara untuk menara

Telekomunikasi .

Pasal  13

(1) Setelah mendapat rekomendasi lokasi dan rekomendasi
l ingkungan, Pemohon mengajukan permohonan ke Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu yang berwenang dibidang
perizinan guna mengajukan lzin Mendirikan Bangunan dan
lzin Penyelenggaraan Menara dengan mengisi formulir lzin
Penyelenggaran Menara Telekomunikasi sebagaimana
terlihat pada Lampiran lV dengan disertai kelengkapan
persyaratan sebagai berikut :
a. Fotocopy KTP bagi perorangan dan Akta Pendirian bagi

Pemohon Badan Usaha;
b. Fotocopy NPWP;
c. Fotocopy data kemampuan teknis Badan Usaha/

perseoranEan selaku penyelenggara menara
telekomunikasi;

d. Foto copy Persetujuan Lokasi;
e. Rekomendasi Dokumen Lingkungan;

(2)



f. Berita Acara Musyawarah Kesepakatan lingkungan sekitar;
g. Surat Pernyataan/kontrak pemanfaatan dari minimal 3

(tiga) operator telekomunikasi bagi menara telekomunikasi
bersama;

h. Surat Pernyataan/kontrak pemanfaatan dari operator
telekomunikasi bagi menara telekomunikasi tunggal;

i. Proposal pend:rian dilengkapi dengan profil badan usaha
dan operator pengguna, gambar dan denah menara dan
bangunan pendukung, data teknis menara dan struktur
pengelola menara;

j. Asuransi bagi pengguna/operator dan warga
masyarakaUbenda yang secar? rn€rotop atau kebetulan
berada disekitar rebahan menara dengan jangka waktu
asuransi minimal 6 (enam) tahun.

k. Surat Rekomendasi dari Komandan Pangkalan Udara Adi
Sumarmo, jika menara telekomunikasi yang dimohon
berada pada kawasan keselamatan operasi penerbangan
di sekitar Bandara Udara;

(2) lzin Mendirikan Bangunan bagi menara telekomunikasi
seluler bersama/tunggal berlaku sepanjang bangunan
tersebut berdiri dan masih layak untuk digunakan.

(3) Guna mengetahui kelayakan bangunan maka setiap 5 (lima)
tahun dilakukan pengkajian terhadap kelayakan bangunan
menara telekomunikasi.

(4) Mekanisme pengkajian kelayakan bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) diatur tersendiri oleh Bupati.

(5) Ketentuan lzin Mendirikan Bangunan selain yang sudah
ditentukan dalam Peraturan Daerah ini, mengikuti ketentuan
Peraturan Daerah tentang lzin Mendirikan Bangunan dan
peraturan perundangan lain yang berkaitan.

(6) Tim IMB dan Tim lzin Penyelenggaraan Menara
telekomunikasi melakukan sidang yang ditindaklanjuti
dengan peninjauan lokasi.

(7) Tim membuat dan menandatangani Berita Acara Sidang dan
Peninjauan Lokasi.

(8) Berdasarkan Berita Acara, Kepala Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu yang benrenang di bidang perizinan atas
nama Bupati menetapkan lzin Mendirikan Bangunan dan lzin
Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi Seluler
Bersama/Tunggal.

(9) Jangka waktu izin Penyelenggaraan Menara telekomunikasi
adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali
apabila memenuhi persyaratan yang berlaku.

(10) Bentuk dan isi lzin Penyelenggaraan Menara Seluler Turggal
sebagaimana tersebut dalam Lampiran V.

(1 1) Bentuk dan isi lzin Penyelenggaraan Menara Seluler
Bersama sebagaimana tersebut dalam Lampiran V[.



B?gian Ketiga
Perizinan Bangunar, ddn Penyelenggaraan Menara untuk Menara

Telekomunikasi Khusus/Non Operator Seluler

Pasal 14

(li Setelah mendapat rekomendasi lokasi dan rekomendasi
lingkungan, Pemohon mengajukan permohonan ke Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu guna mengajukan lzin Mendirikan
Bangunan dan lzin f'enyelenggaraan Menara Khusus dengan
mengisi formulir lzin Penyelenggaran Menara Telekomunikasi
dengan disertai kelengkapan persyaratan sebagai berikut :
a. Fotocopy KTP bagi perorangan dan Al(a Pendirian bagi

Pemohon Badan Usaha;
b. Fotocopy NPWP;
c. Fotocopy data kemampuan teknis Badan Usaha/ perseorangan

selaku penyelenggara menara telekomunikasi;
d. Fotocopy Persetujuan Lokasi;
e. Rekomendasi Dokumen Lingkungarr;
f. Berita Acara Musyawarah Kesepakatan sekitar;
g. Surat Pernyataan menara telekomunikasi ini betul-betul hanya

akan digunakan untuk menara telekomunikasi khusus dengan
kriteria tersendiri untuk keperluan meteorologi dan geofisika,
navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan,
pertahanan dan keamanan, sistem peringatandini bencana,
Penyelenggaraan telekomunikasi khusus instansi pemerintah,

r serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama
(backbone):

h. Proposal pendirian dilengkapi gambar dan denah menara dan
bangunan pendukung, data teknis menara dan struktur
pengelola menara;

i. Asuransi bagi pengguna/operator dan warga masyarakaUbenda
yang secara menetap atau kebetulan berada disekitar rebahan
menara dengan jangka waktu asuransi.minimal 6 (enam) tahun.

(2) Rekomendasi lokasi untuk Menara Telekomunikasi Khusus/Non
Operator Seluler perlu atau tidak perlu dipersyaratkan disesuaikan
dengan peruntukkan dari menara tersebut.

(3) lzin Mendirikan Bangunan dan lzin Penyelenggaraan Nlenara non
seluler berlaku sepanjang bangunan tersebut berdiri dan masih
layak untuk digunakan.

(4) Guna mengetahui kelayakan bangunan maka setiap 5 (lima) tahun
dilakukan pengkajian terhadap kelayakan bangunan menara
Khusus.

(5) Mekanisme pengkajian kelayakan bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) diatur tersendiri oleh Bupati.

(6) Ketentuan lzin Mendirikan Bangunan selain yang sudah ditentukan
dalam Peraturan Daerah ini, mengikuti ketentuan Peraturan Daeiah
tentang lzin Mendirikan Bangunan dan peraturan perundangan lain
yang berkaitan.

(7) Tim IMB dan Tim lzin Penyelenggaraan Menara telekomunikasi
Khusus/Non Seluler melakukan sidang yang ditindaklanjuti dengan
peninjauan lokasi.

(8) Tim membuat dan menandatangani Berita Acara Sidang dan
Peninjauan Lokasi.



(9) Berdasarkan Berita Acara, Kepala Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu yang berwenang di bidang perizinan atas nama Bupati
menetapkan lzin Mendirikan Bangunan dan lzin Penyelenggaraan
Menara Telekomunikasi l(husus.

(10) Jangka waktu izin Penyelenggaraan Menara telekomunikasi
Khusus/Non Seluler adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang
kembali apabila memenuhi persyaratan yang berlaku.

(11) Bentuk dan isi lzin Penyelenggaraan Menara Telekcmunikasi
Khusus/Non Seluler sebagaimana tersebut dalam Lampiran Vll.

Pasal 15

Bahan Kajian/pertimbangan Tim untuk menilai kelayakan menara
telekomunikasi antara lain adalah :

Konstruksiteknis sesuai pertimbangan tim dari unsur teknis;
Kelayakan permodalan;
Kelengkapan pendukung lainnya yang menjamin kelangsungan
operasional menara;

d. Jenis dan jumlah operator telekomunikasi yang
menara tersebut.

BAB VI
PENGGUNAAN MENARA EKSISTING

SEBAGAI MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

Pasal 16

(1) Penggunaan Menara Operator Tunggal atau bersama
eksisting yang selama ini telah beroperasional, diiz.inkan
apabila mendapatkan Persetujuan Lokasi dan Persetujuan
Lingkungan serta masa berlaku izin menara telekomunikasi
eksisting minimal berlaku 3 (tiga) tahun.

(2) Fenambahan operator pada menara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) harus mengajukan lzin Operator Tambahan'

(3) Mekanisme dan persyaratan pengajuan lzin operasional
operator dan operator tambahan sebagai berikut :
a. Pemohon mengajukan permohonan dengan mengisi

formulir permohonan seperti terdapat pada lampiran Vlll
dan disertaidengan :
1. Fotocopy KTP bagi perorangan dan Akta Pendirian

bagi Pemohon Badan Usaha;
2. FotocopY NPWP;
3. Persetujuan Lokasi;
4. Persetujuan Lingkungan;
5. Berita Musyawarah Kesepakatan Lingkungan sekitar;
6. Suiat Kesediaan Pengelola Menara yang dimaksud;
7. Rekomendasi Dokumen Pengelolaan Lingkungan.

b. Tim lzin Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi
melakukan sidang yang ditindaklanjuti dengan
Peninjauan Lokasi.

c. Tim nrembuat dan menandatangani Berita Acara Sidang
darr Peninjauan Lokasi.

a .
b .
c.

memanfaatkan



. d. Berdasarkan Berita Acara, Kepala Badan Pelayanan
Perizinan Terpadu yang berwenang di bidang perizinan
atas nama Bupati menetapkan lzin Operasional Operator
tambahan

(4) Bentuk dan isi lzin Operasional Operator Tambahan
sebagaimana tersebut dalam Lampiran lX

BAB VII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN

PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 17

(1) Bupati berdasarkan permohonan wajib Retribusi dapat
memberikan pengurangan, keringanan atau pemberbasan
Retribusi.

(2) Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan
Retribusi dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis kepada
Bupati melalui Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu.

(3) Pengurangan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya
diberikan kepada wajib retribusi untuk kepentingan sosial dan
kebudayaan yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh
keuntungan.

(4) Keringanan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal
ini diberikan sesuai dengan kepentingan dan kondisi
pemohon;

BAB VIII
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 18

Setiap orang atau badan yang telah memiliki izin
pernbangunan menara telekomunikasi seluler berhak
menggunakan menara sesuai dengan izin yang telah
diperoleh.
Setiap orang atau badan yang telah memiliki izin
pembangunan menara telekomunikasi seluler wajib:
a. melaksanakan kegiaran sesuai dengan perizinan yang

diberikan;
b. melaksanakan ketentuan teknis, kualitas, keamanan dan

keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. bertanggung Jawab atas segala akibat yang timbul dari
pelaksanaan izin yang telah diberikan;

d. membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan
oleh petugas;

BAB IX
LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 19

Sebelum mekanisme Persetujuan Lokasi diternpuh, Pemohon
dilarang untuk mengadakan keSiatan apapun pada lokasi
yang dimohonkan.

(1 )

(2)

(1 )



f

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan
mengenai orang pribardi atau badan tentang kebenaran
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana dibidang pelanggaran Peraturan Daerah.

c. Meminta keterangan dan barang bukti pada orang pribadi
atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang
pelanggaran Peraturan Daerah.

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana dibidang pelanggaran
Peraturan Daerah.

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang
bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta
melakukan penyitaan terhadap barang barang bukti
tersebut.

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan dibidang pelanggaran Peraturan Daerah.

g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang
berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen
yang dibawa sebagaimana yang dimaksud huruf e ayat (2)
pasal ini.

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
dibidang pelanggaran Peraturan Daerah.

i. Menghentikan penyidikarr rvielakukan tindakan lain yang
perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana
pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat
d ipe rtan g g u n gj awa b kan.

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1),
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan
hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor g Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PEMLIHAN

Pasal 23

(1) Menara telekomunikasi berizin yang sudah ada sebelum
Peraturan ini ditetapkan, yang menempati tanah dengan hak
sewa apabila masa sewanya telah habis maka diberlakukan
sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan bupati
ini.

(2) Prosedur perpanjangan izin menata telekomunikasi berizin
yang sudah ada sebelum Peraturan ini ditetapkan, harus
menyesuaikan dengan ketentuan yang terdapat dalam
peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 24

Menara Telekomunikasi yang sudah ada eksisting sebelum
Peraturan ini ditetapkan tetapi tidak mempunyai izin, harus
menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan ini selambat-lambatnya't (satu) tahun sejak ditetapkannya peraturan bupati ini.



BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

HaLhal yang belum diatur dalam peraturan Daerah ini, diatur lebihlanjut oletr Bupati.

Pasal 2G

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

foar. setiap orang. mengetahuinya nremerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar

Hj. R|NA tR

2009

NINGSIH, S.Pd. M.Hum

Diundangkan di Karanganyar
P.lCalglggal 3 Apri\ 2oo9

DAERAH IGBUPAT'EN

DS
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANcAt\fyAR TAHUN 2009 NoMoR 2 2
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pri \



LAMPTRAN t
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR : 6g *^hr^ 2o"9
TANGGAL : 01 tr,1 D@9

ZONASI PERSEBARAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

DI KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2OO8



Zonnsi Serse 6aran *Lernra'le fe fotmunifg"ri
{Di 7(g6upaten Kpranganyar Tafiun 2A0 8

Pendahuluan

n Berkembangnya teknologi telekomunikasi seluler yang demikian cepat,

perlu diimbangi dengan langkah-langkah kebijakan yang antisipatif dan

akomodatif. Dengan kondisi tersebut, kebijakan yang harus ditempuh

Pemerintah Daerah adalah dengan mengakomodasi perkembangan

teknologi telekomunikasi seluler dalam oengaturan-pengaturan yang

sesuai dan diharapkan tidak nrengekang perkembangan teknologi

tersebut agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara luas.

Sedapat mungkin kebijakan yang ditempuh mempunyai daya dukung

bagi kita semua untul< bergerak maju dalam kerangka hukum dan
kerangka pengaturan yang sama.
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tr Salah satu kebijakan Pemerintah Daerah dibidang telekomunikasi

seluler yang perlu segera ditempuh adalah pengaturan dalam hal

pembangunan menara telekomunikasi. Menara telekomunikasi

merupakan salah satu kelengkapan perangkat telekomunikasi seluler

yang pembangunan dan pemanfaatannya akan berkaitan erat dengan

kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, serta pembangunan

daerah sehingga terhadap kegiatan tersebut perlu dilakukan

pembinaan, pengendalian dan pengawasan melalui mekanisme

perizinan pembangunan menara telekomunikasi.

tr Dalam menyusun kebijakan tersebut, Pemerintah Kabupaten

Karanganyar berupaya semaksimal mungkin agar dalam

pelaksanaanya dapat berdaya guna dan berhdsil guna baik dari segi

ekonomi maupun sosial kemdsyarakatan. keterlibatan masyarakdt

dehm setiap proses pbrizinan ydng akan dikeluarkan, telah cukrlp
L

terakomodasi dalam ketentuan peraturan daerah, sehing$a diharapltan

peraturan daerah ntdrnpu memberikan keadilan, kemanfaatan, dan

kepastian lrukum bagi pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan

rnenara telekomunikdsi.
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Lokasi Menara

Zona penetapan lokasi menara telekomunikasi ditentukan berdasarkan
pada status wilayah administrasi desa, dengan dasar penentuan

kelompok wilayah urban, rural urban, dan rural. Dimana penetapan

wilayah tersebut mencerminkan segi ekonomi dan sosial masyarakat
dengan memperhatikan pada :

tr Kepadatan penduduk (sumber dari BPS)

tr Jumlah fasilitas pendukung minimaltiap zona (sumber dari BPS)

tr Jarak minimalterhadap status wilavah administrasi

a. Kepadatan penduduk

tr Merupakan hasil perhitungan jumlah penduduk terhadap wirayah
permukiman



Zonasi QErseSaran *lennra (e fe fpmunifosi
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b. Jumlah fasititas pendukung minimal tiap zona

tr Dihitung berdasarkan jumlah fasilitas pendukung tiap desa

tr Bersumber pada ketentuan BPS, yaitu:
i : .

H Jalan yang dilalui kendaraan

ts Gedung bioskoP

UsD
d sMP

E SMA

tr Rumah Sakit

tr BKIA/Rumah Bersalin

tr Puskesmas/Klinik

h Pesawat telpon dan kantor Pos

H Bank

d Pabrik

b Pasardan Bangunan

tr kelompok pertokoan yang terdiri lebih dal'i 10 toko

c. Jarak minimal tehhadap status wilayah administrasi

tr Jarak minimal ditetapkan 2,5 km dari tiap wilayah urban, urbanrural,

dan rural berddsdfkan pada urutan prioritas: (1) urban, (2)

urbanrural dan (3) rUral.

4
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Penentuan Zonasi

Zonasi I (berorientasi urban)

tr Kepadatan penduduk tinggi, masuk dalam klasifikasi urban

tr Masuk dalam cakupan wilayah 2,5 km dari aktifitas permukiman

urban

tr Jarak minimal antar menara 1000 meter

Zonasi II (berorientasi rural-urban)
E Kepadatan penduduk >= 5000 per km2

tr Persentase RT pertanian <= 25o/o

tr Memilikifasilitas desa >= 8 buah per administrasi desa
E Masuk dalam cakupan wilayah 2,5 km dari aktifitas permukiman

rural urban

tr Hasil skor > 21 atau 19-20 dengan syarat tambahan jarak ke kota

terdekat < 5 km

El Jarak minimal antar menara 2000 meter

Zonasi III (berorientasi rural)

tr Kepadatan penduduk sedang - rendah

tr Memiliki kurang dari 8 fasilitas pendrrkung per administrasi desa
tr Jarak rninimal antar menara 3000 meter
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u

tr

Konsekuensi
kebijakan

Perubahan kondisi demografi, sosial dan ekonomi masyarakat, akan

merubah ketetapan zonasi menara telekomunikasi.

Penentuan lokasi menara telekomunikasi mutlak dalam suatu informasi

spasial (be*oordinat), satuan unit zonasi bukan satuan wilayah

administrasi.

Zona khusus (berhubungan dengan keberadaan wilayah khusus), akan

mempengaruhi ketetapan zonasi menara telekomunikasi. Contoh :
cagar budaya, lindung, militer, dsb.

n wilayah perbatasan di luar kewenangan Kabupaten Karanganyar,

tidak terikat aturan.

tr

6
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Lampiran I
Peta Zona Penyeleng aar ilan

Mena,ra Telekomunikasi

Lampiran
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Zorwsi (Perse 6aran fl,Lenara lfe fe figmunifoui
Ai 7(p |upaten I(aranganlar tafrun 2Oa 8

Lampiran II
Peta ZonaEksisting

Menilra Telekomunikasi

f,



ffi Ke€* ffim$*ffi%mdw ;

Desa Gawanan
Malangjiwan

Desa Oeclcngan

Desa Klocinn

Desa Tohudan
KEC.COLOMADU

Desa Paulan Desa Brurukan

Desa Gaiahan

PETA ZONA EKSISTING MENAR,A TETEKOMUNIKASI
DI KECAMATAN COLOMADU

legendo, n Zono eksisting menorq telekomunikosi
v - Zono I = rodlus t.0(Xl mctcr

- Zono 2 = rodius 2.000 meter
- Zono 3 = rodius 3.000 metcr

Dibarot oleh :
BAPPEDA KABUP,ATEN KARANGANYAR
TAHUN 2OO8

Lampiran l l-  1



Kmffi* ffiffiffi#mffiffitrffi$w

PETA ZONA EKSISTING TYIENARA TEIEKOMUNIKASI
DI KECA'ITATAN GONDANGREJO

[egendo , (-) Zono eftsisting merroro felekmunikosi
v - Zonq I = rqdiur 1.O00 .ncrGr

-Zors 2 = rqdiuc 2.00O meter
- Zorn 3 = rodius 3.00O mercr

Dibuol oleh r
BAPPEDA IGBUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2OO8
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K**. K#hffi$qtrffi#YHffi#

---

PETA ZONA EKSISTING NNENAR A TEI.EKON,IUNIKASI
DI KECATNATAN KEBAKKRAfiIAT

Legerdo r (J Zorn ekristing rncnorq tclekornunikosi
v - Zono I = rodius l,@O rneter

-Zo.a 2 = rsdlus 2,00O moter
- Zono 3 = rudfui 3.000 mater

Dlbucf oleh:
BAPPEDA KASUPATEN KARAI.IGANYAR
TAHUN 2OO8



ffi Km€* Ymm*krem#w
1 0 1
r

PETA ZONA EKSISTING MENARA TETEKOMUNIKASI
DI KECAMATAN TASIKMADU

Legendo, (-.) Zono eksistlrg memro tebkornunikosi
v - Zono I = rodius 1.000 mefer

- lcn<: 2 = rodius 2.O0O meter
- Zono 3 = rsdius 3.O00 merer

Dibuot oleh r
BAPPEDA KAEUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2OO8
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PETA ZONA EKSISTING fNENARA TETEKOMUNIKASI
DI KECA'IAATAN KARANGANYAR

(l Zono eksisting menoro telekornunikosi
v - Zono I = rodius 1.000 meter

- Zono 2 = rodius 2.000 meter
- Zono 3 = rodius 3.000 merer

Dibuol oleh :
BAPPEDA KAEUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2OO8



ffi Keffi*

PETA ZONA EKSISTING 'YIENAR,A TELEKOMUNIKASI
DI KECAIVIATAN'NATESIH

Legendo , n Zono eksistlng menoro telekomunikosi
v - Zono I = rodius 1.000 merer

. Zqro 2 = rodius 2.OOO meter
- Zono 3 = rodius 3.00O nrcrer

Dibuot oleh r
B.A.PPEDA K,A,BUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2OO8



ffiKm€* ffiwtrffiffi#ffi#rcMffi#re

PETA ZONA EKSISTING fNENARA TETEKOMUNIKASI
DI KECA'I/IATAN KARANGPANDAN

U

A
< >

Y
legcndc , C) Zono eksining menoro telekorntmikosi

v - Zono I = rodius 1.000 meter
- Zoaa 2 = rqdius 2.0O0 meter
- Zono 3 = mdius 3.0O0 metcr

Dibuot oleh r
BAPPEDA KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2OO8



K*ffi * Hm wffi ffi ffi #ryBffi ffi ffi w' .,,'.'r"i',:::i,: ,. 1., ,,.1.rrL..
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1 0 1 K m
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PETA ZONA EKSISTING MENARA TEI.EKOMUNIKASI
DI KECA'NATAN TAWANGMANGU

u+ tegendo , n Zm eksistig mcnoro telekomunikosi
v - Zono I = rodius 1.0O0 metcr

- Tono 2 = rodius 2.0OO merer
- Zono 3 = rodius 3.000 meter

Dibuot oleh :
EAPPEDA KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2OO8



K*ff* ruffiffiffi-ffi#.%F#,ffi# : : : t r  :  -r i l : . : : :  : .  "  . .  . . :  : :  :  . '

PETA ZONA EKSISTING MENARA TETEKOfNUNIKASI
DI KECAMATAN NGARGOYOSO

U

A1r
Legendo t n Zono eksisting menqrq telekmmikosi

v - Zoo I = rodiu: I.000 meter
- Zono 2 = rodius 2.0O0 meter
- Zono 3 = rodiu: 3.000 meter

Dibuol oleh :
EAPPEDA KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2OO8



ffi*ffi* ffi#gffiffiffi##ffiffi . . .

PETA ZONA EKSISTING MENARA TETEKOMUNIKASI
DI KECAIIAATAN MOJOGEDANG

legendo , n Zono eksisting rcnqro fehkomunikqsi
\-/ - Zom | = rodius 1.000 meter

- Zorro 2 = rqdius 2.000 merer
- Zono 3 = rodius 3.00O meter

Dibuot oleh :
BAPPEDA K,AEUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2OO8
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PETA ZONA EKSISTING MENARA TETEKOTVIUNIKASI
DI KECAIYIATAN KERJO

U

A1r
Legendo Zono eksisfing menoro telekomunikqsi

v - Zono I = rodius l,000 metcr
- Toaa 2 = rodius 2.000 meter
. Zono 3 = rodius 3.0O0 meter

Dibuot olgh :
BAPPEDA KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2OO8
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PETA ZONA EKSISTING MENARA TELEKOMUNIKASI
DI KECAMATAN JENAWI

Legendc t n Zono et<sisring menoro telekornunikosi
\-/ - Zono I = rodius l.OO0 meter

- Zorrc 2 = rodfus 2.OOO mcier
- Zono 3 = rodius 3.0OO meter

Dibuot oleh :
BAPPEDA KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2OO8



PETA ZONA EKSISTING MENARA TEIEKOTYIUNIKASI
DI KECAMATAN JUMANTONO

+ Legcndo t O Zono Gksisting mcnqro telekomunikosi
v - Zono I = rodius l,000 mcter

- Zona 2 = rqdius 2.0O0 meter
- Zono 3 = rodius 3.000 meter

Dibuot oleh r
BAPPEDA KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2OO8
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PETA ZONA EKSISTING MENARA TELEKOMUNIKASI
DI KECAN,IATAN JUMAPOTO

Legendo , n Zono eksisfing menoro telekomunikosi
v - Zono | = rodius 1.000 metcr

- Zotw 2 = rqdius 2.000 merer
- Zono 3 = rodius 3,000 meter

Dibuot oleh :
BAPPEDA KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2OO8
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PETA ZONA EKSISTING MENARA TELEKOMUNIKASI
DI KECAMATAN JATIPURO

u
A
Y

Legendo , n Zono eksirting mercro telekornunikosi
v - Zono I = rodius 1.00O meter

- Zorc 2 = rodlus 2.00O meter
- Zono 3 = rodius 3,0O0 meter

Dibsot oleh :
BAPPEDA KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN ?OO8
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PETA ZONA EKSISTING MENARA TETEKOMUNIKASI
DI KECAMATAN JATIYOSO

U

A1r
A Z*o eksisting merroro lelelomwikosi
v - Zono I = rodius l,000 meter

- Tono 2 = rodigs 2.000 meter
- Zono 3 = rodius 3.000 meter

Dibuot oleh :
BAPPEDA KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2OO8





Zonasi (Perse 6aran lMenaro'le fe ftgmunifosi
rDi'l(akqdten I(prangaryar tafrun 200 8

Larrrpiran III
Data Eksisting

Menara Telekomunikasi



Zonai Qerse 6aran gTenara'Iefe f,pmuttifod
fi Ka 6 up dten \prang any ar ta frun 2 00 8

DATA EKSISTING MENARA TELEKOMUNIKASI
DI KABUPATEN KARANGANYAR

TAHUN 2OO8

NO
LOKASI

SITE ID
KOORDINAT TINGGI

TOWER
(m)

ELEVASI
(m)KECAMATAN KEL./DESA S E

1 2 3 4 5 6 7 8

1 COLOMADU TOHUDAN 070 32'06.8" 1 100 46' 26.9" 36 124

2 COLOMADU GAWANAN s lo01N112 070  31 '32 ,5 " 1100 45'21.5" 42 135

3 COLOMADU GAWANAN sLo020 070 31 ' ,57,9" 1100 45 '  28,3" 42 133

4 COLOMADIJ KLODRAN sLo067 070 31 '52,6" 110'47',29.8" 42 118

6 COLOMADU KLODRAN 070  31 '57 ,0 " 1100 47'31,7" 42 118

6 COLOMADU KLODRAN 070 32' 12,2" 1100 47'32.5" 36 117

7 COLOMADU PAULAN 070 32 '03,5" 1100 45 '  19,4" 42 137

8 COLOMADU PAULAN 070 32',20,0" 1100 45 '  06,0" 138

o COLOMADU PAULAN 070 32',28.4" 110045 '18 .1 " 36 140

10 COLOMADU MALANGJIWAN a70 31' 51,2" 1100 45 '  06.8" 166

11 COLOMADU BLULUKAN sLo034 070 32'38.9" 1 100 46 '  39.1" 42 131

12 COLOMADU BLULUKAN 070 32' 33.9" 1100 46 '  14,8" 42 137

13 COLOMADU BLULUKAN 07" 32'. 43,6" 1100 46'23,2" 42 147

14 COLOMADU BLULUKAN 070 32', 27,7" 1 100 46 '  18,9" 42 133

15 COLOMADU NGASEM BYLOIO 070 32' 13,6" 1100 42', 45,2" 42 161

16 COLOMADU BATURAN 070 32', 48.0" 1100 47', 46,1" 42 116

Lampiran l l l -  1



1 2 3 4 5 6 7 8

17 COLOMADU GEDONGAN 070 31 '50,9" 1100 46' 38.9" 72 130

18 GONDANGREJO PLESUNGAN 070 31 '46.0" 1100 50' 55,3^ 166

19 GONDANGREJO PLESUNGAN 070 32',31.4" 1  100  51 '  51 .7 " 42 134

20 GONDANGREJO PLESUNGAN 070 31 '43.3" 1100  51 '01 .1 " 52 152

21 GONDANGREJO PLESUNGAN slo159 070 32', 32,1" 1  100  51 '  51 ,6 " 72 132

22 GONDANGREJO PLESUNGAN 070 32'33.6" 1100 51'  59,3 ' , 60 139

23 GONDANGREJO WONOSARI KRAO24 070 29', 44.6" 1 100 51', 52,3" 72 135

24 GONDANGREJO TUBAN 070 28', 28.1" 1100  48 '31 ,3 " 72 132

25 GONDANC"REJO rUBAN o70 28', 23.1" 1100 48' 28.8" 72 141

26 GONDANGREJO TUBAN SRAOO6 070 28' 01.8" 1100 48'.24,7" 72 158

27 GONDANGREJO SELOKATON 070 30 '30.6" 1 100 48' 50.3" 60 139

28 GONDANGREJO SELOKATON 070 30' 30.8" 1100 48' 50,4" 72 135

29 GONDANGREJO SELOKATCN 070 30'00,2" 1100 48', 46.7" 60 140

3C GONDANGREJO WONOREJO 070 31', 56,2" 1100 50' 09,4" 42 138

31 JATEN JATEN sLo017 070 34'59.9" 1100 54' 38.7" 72 135

32 JATEN JATEN 070 34' 53.6" 1100 54' 29.5" 72 140

33 JATEN BRUJUL 070 32'.26.6" 1100 53', 47.4" 106

34 JATEN BRUJUL 070 32', 47,0" 1100 54' 38,4" 121

35 JATEN JATI 070 35' 35.9" 1 100 55 '  37.1" 148

36 JATEN DAGEN 070 34' 16.7" 1100 52' 56,3' 110

37 JATEN DAGEN 070 34'02.7" 1100 52'32,7" 108

38 JATEN DAGEN 070 33' 53.5" 1100 52', 39.5" 110

39 JATEN DAGEN 070 33 '53,5" 1 100 52', 39,7" 110

Zonasi Qerse 6aran *{.enara te te f;gnunifod
[i llptupawn 1(prangatEar tahttn 2008
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1 2 3 4 5 6 7 8

40 JATEN NGRINGO 070 32', 54,2" 1104 52', 37,9" 60 103

41 JATEN NGRINGO 070 33' 52.8" 1100 52 '  05.8" 125
'42 JATEN SROYO 070 32' 16,7" 1100 53' 25.4" 52 102

43 KEBAKKRAMAT ALASTUWO 070 32'06,3" 1 100 55 '  57,1" 72 125

44 KEBAKKRAMAT KEMIRI 070  31 '58 ,1 " 1100 54' 00.7" 48 110

45 KEBAKKRAMAT KEMIRI 070 32'M,9" 1100 53' 59.0. 72 111

46 KEBAKKRAMAT KALIWULUH 070 30'08.6" 1100 57', 11,4" 72 174

47 KEBAKKRAMAT KALIWULUH 070 29' 35.8" 1100 55'. 12,7" 103

48 KEBAKKRAMAT KEBAK 070 31',20,9" 1100 54 '  19.4" 109

49 TASIKMADU NGIJO 070 34'46.9" 1100 56' 22.6" 72 163

50 TASIKMADU NGIJO 070 34',34,7" 1100 55' 58,6" 149

51 TASIKMADU NGIJO 070 34' 50.0" 1100 56 '  05,2" 157

52 IASIKMADU WCNOPOLO 070 33' 12.5" 1100 56 '  16.0" 131

53 TASIKMADU I(ALIJARAK 070 33 '33,1" 1100 57'02.6" 62 147

54 KARANGANYAR KARANGANYAR 070 35'49,6" 1100 57' 09,9" 171

55 KARANGANYAR KARANGANYAR 070 35'49,6" 1100 57' 08.7" 171

56 KARANGANYAR KARANGANYAR 070 35' 49,7" 1100 57 '  03.2" 172

57 I(ARANGANYAR BEJEN 070 35'55,3" 110p 57 '45,0" 211

58 KARANGANYAR BEJEN 070 35' 33.8" 1100 57' 00,7" 167

59 KARANGANYAR TEGALGEDE 070 35 '55,7" 1100 57'20,1" 184

60 KARANGANYAR TEGALGEDE 070 35 '59.9" 1100 57 '  25.3" 189

61 KARANGANYAR LALUNG KRA 021 070 36' 59,7" 1100 56 '  52.6" 72 173

62 KARANGANYAR GEDONG 070 34', 48.4" 1100 59 '  35.5" 72 247

Zonasi Serse 6aran *l-etura tefe fotnuniQqi
fr 1(p6upaten I(tranganyar llafrun 2008
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1 2 3 4 5 6 7 8

63 KARANGANYAR DELINGAN 070 35', 44.4" 1 100 59' 03,6" 215

64 KARANGANYAR POPONGAN 070 36'22,0" 1 100 58' 44,9" 215
'65 KARANGANYAR POPONGAN 070 36' 32,1" 1 100 59' 07.4" 237

66 KARANGANYAR GAYAMDOMPO 070 37', 03,4" 1110  00 '  33 .7 " 325

67 MATESIH MATESIH 070 38', 41,4" ' 1110  02 '33 ,8 " 422

68 MATESIH MATESIH 070 3g' 59.3" 1110 02', 44,0" 72 442

69 MATESIH MATESIH KRAOOT 070 39'02.6" 1110  02 '  50 .6 " 72 455

70 MATESIH MATESIH 070 39', 11.7" 1110 02'. 47.3" 72 447

71 KARANGPANDAN KARANGPANDAN 070 37 '06,1" 1110 04 '29.1" 50 662

72 KARANGPANDAN KARANGPANDAN KJ.JTG.1307.039 07o 37i06,9" 1110 04'29.2" 72 670

73 KARANGPANDAN KARANGPANDAN 070 36' 50.8" 1110  04 '  35 .4 " 72 613

74 KARANGPANDAN KARANGPANDAN SRAOO6 070 37',02.5" 1110 04' 27,6" 72 659

75 KARANGPANDAN KARANGPANDAN 070 37', 06.7" 1110  04 '  29 ,8 " 72 663

76 KARANGPANDAN KARANGPANDAN 070 36' 51.8" 1110 04' 27.4" 602

77 KARANGPANDAN GERDU 070 38' 39.3" 1110  04 '  13 ,C" 72 851

78 KARANGPANDAN BANGSRI 070 37' 08.8" 1110  01 '  29 ,9 " 72 377

79 TAWANGMANGU GONDOSULI 070 40' 02.0" 1110 10 '08,2" 72 1635

80 TAWANGMANGU KALISORO 070 39 '50.1" 1110  09 '  09 .2 " 60 1148

8'1 TAWANGMANGU NGLEBAK 070 39' 57,3" 1110  06 '49 ,9 " 72 956

82 TAWANGMANGU TAWANGMANGU 070 39' 57.7" 1110 07',30.2" 50 1048

83 TAWANGMANGU TAWANGMANGU 070 39 '  51,9" 1110 07', 42,2" 1078

84 TAWANGMANGU TAWANGMANGU 070 39'46.5" 1110  07 '  50 ,3 " 1095

85 TAWANGMANGU TAWANGMANGU 070 39 '43.1" 1 1 10 07' 50.3" 1 095

Zonasi Sersebaran *lenara'tefefomunifusi
[i l1a6upawn I(pranganyar tafrun 2008
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1 2 3 4 5 6 7 I

86 TAWANGMANGU TAWANGMANGU 070 39'.43,4" 1 1 10 07 '  38.1" 1082

87 TAWANGMANGU TAWANGMANGU 070 39 '53.8" 1 1 10 07 '  39.1" 1071

88 TAWANGMANGU BLUMBANG KRAO19 070 39' 44.7" 1110 09 '  32.0" 72 1466

89 IAWANGMANGU KARANGLO 070 39'46.4" 1110 04 '  59,9" 72 645

90 NGARGOYOSO KEMUNING 070 36 '04.1" 1 110 07 '  08.8" 72 899

91 NGARGOYOSO KEMUNING 070 36'02,9" 1110  07 '  09 .3 " 65 899

92 NGARGOYOSO KEMUNING KRAO1 1 070 36 '  11,8" 1110 07', 20.5" 62 917

93 NGARGOYOSO JATIREJO 070 35 '07,3" 1 110 05 '  34.3" 62 708

94 MOJOGEDANG MOJOGEDANG 070 34',22,3" 1110  01 '  23 ,8 " 60 349

95 MOJOGEDANG MOJOGEDANG 070 34'26.2" 1110 01', 21.4" 72 352

96 MOJOGEDANG MOJOGEDANG 070 34' 16.2" 1110 01',22.9" 72 345

97 MOJOGEDANG MOJOROTO 070 33 '25.0" 1100 59 '  36.5" 72 268

98 MOJOGEDANG PERENG 070  31 '32 ,6 " 1  100  59 '48 .1 " 204

99 KERJO KWADUNGAN 070 32' 09.5" 1110  03 '  01 .5 " 72 342

100 KERJO KARANGREJO 070 32' 12.2" 1110  03 ' ,44 ,0 " 60 365

1C1 KERJO KUTO 070 32' 16,6" 1110 02', 54.1" 72 u6
102 KERJO BOTOK 070 30 '47.3" 1110  02 '  31 .0 " 72 277

103 KERJO SUMBEREJO 070 31 ' ,52.5" 1110 03', 12,2" 72 337

104 JENAWI GUMENG 070 35 '40,0" 1110 09 '  20.9" 62 1440

105 JENAWI GUMENG 070 35 '  41,0" 1110  09 '  14 .0 " 1405

106 JENAWI GUMENG 070 35' 41.0" 1110 09' 22,4"

107 JENAWI GUMENG 070 35' 41.6" 1 1 10 09 '  23,1"

108 JENAWI GUMENG 070 35' 42.3" 1110 09'22.7"

Zonasi Qerse1aran ful,mara'te(eQgnuniftpsi
di 1@6upaten I(grangarlar tafrun 2008
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Znnasi Qersefiaran *lnua lhtc(gnuniftgsi

6 {phtpten I(pratgaryar ltafun 2NrS

1 2 3 4 5 6 7 8

109 JENAWI BALONG 070 33'39,7" 1110 07',26,9 72 695
110 JENAWI BALONG KRAOOs o70 33',23,7" 1 110 07', 26,5" 72 695
111 JENAWI MENJING o70 32',21,4" 1110 07', 38,6" 655
112 JUMANTONO GENENGAN 070 39',2),1" J 10o 59' 53,9" 52 315
113 JUMANTONO GENENGAN 070 39' 19,9" 1100 59'44,8" 62 315
114 JUMANTONO GENENGAN KRAO29 070 39' 20.2" 1100 59', 47.1" 72 316
1i5 JUIvIAPOLO JUMAPOLO o7e 42'. 12,5" 1110 00' 27,7" 72 365
116 JUMAPOLO JUMAPOLO KRAO13 070 42'. 13,4" 1 1 10 00' 31,4" 72 378
117 JUMAPOLO JUMAPOLO 070 42'. 12,4" 1 110 00' 33,0" 60 379
118 .IUMAPOLO JATIREJO KRAC32 070 41 '59.3" 1 10(, 57', 51,3" 72 253
119 JUMAPOLO I$/ANGSAN 070 41' 53.0" 110tJ 57'. il,4" 60 253
120 JUMAPOLO LEMAHABANG 070 43' 18,8" 1 100 5g' 30,2" 60 279
121 JUMAPOLO I(ARANGBANGUN o70 43' 19.2" 1100 58', 57,3" 299
122 JATIPURO JATIPURO 070 45'03,2" 1110 01', 07,2" 375
123 JATIPURO JATIPURO o70 45'A2.4" 1110 01 '  04,4" 72 376
124 JATIPURO JATIPURO KRAO24 070 45'.04,4" 1110  01 ' ,  01 ,9 " 72 384
125 JATIYOSO JATIYOSO c70 43'26,7" 1110 04' 26,0" 72 672
126 JATIYOSO JAT|YOSO 070 43'.U.6" 1110 04'.21,7" 60 656
127 JATiYOSO JATIYOSO KRAO15 070 43' 39.4" 1110 04 '  20,9" 72 654
128 JATIYOSO BERUK 070 41' 35,0" 1110 07 '  30,3" 1099
129 JATIYOSO WUKIRSAWIT 070 40'35,5" 1110 04 '  30.0" 697


